
113

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah

peneliti lakukan, antara lain:

1. Perjanjian yang dibuat oleh pekerja harian lepas daily worker dengan

Hotel X terbukti sah. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan,

Perjanjian Kerja Waktu T ertentu Untuk Tenaga Kerja Harian

telah memenuhi seluruh syarat dari syarat sahnya perjanjian kerja

menurut Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal

1338 KUHPerdata, akibat dari perjanjian yang dibuat secara sah adalah

Perjanjian Kerja tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para

pihak yang membuatnya. Selanjutnya, walaupun telah dibuktikan

bahwa Perjanjian Kerja tersebut adalah sah, namun belum tentu seluruh

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian

tersebut tercantum dalam Perjanjian Kerja antar para pihak. Sesuai

dengan Pasal 1339 KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak hanya

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya,

tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Hal ini

menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mengatur mengenai perjanjian

tersebut juga mengikat para pihak walaupun tidak ditegaskan di dalam

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian yang

disepakati para pihak.

2. Hak-hak normatif bagi pekerja harian lepas daily worker di dalam

perjanjian kerja yang disepakati para pihak belum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan
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dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian

hanya sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai cara pembayaran

upah untuk pekerja harian lepas daily worker. Sedangkan, mengenai

waktu kerja, waktu istirahat mingguan, waktu istirahat antar jam kerja,

waktu kerja lembur, pekerja perempuan, upah lembur, keselamatan dan

kesehatan, kesejahteraan serta penyampaian daftar pekerja harian lepas

pun tidak ditegaskan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk

Tenaga Kerja Harian. Hal ini membuktikan bahwa Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian belum memenuhi hak-hak

normatif tersebut.

3. Efektivitas peraturan perundang-undangan terhadap perjanjian kerja

dalam hubungan kerja antara Hotel X dan pekerja harian lepas daily

worker terbukti belum efektif dilaksanakan. Apabila ditinjau dari

faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan yang

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terlihat bahwa tidak semua

faktor dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak-pihak dalam

penelitian ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidaksesuaian antara

sebagian pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan pelaksanaannya.
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B. Saran

Pada bagian akhir dari penelitian ini, peneliti akan mengutarakan beberapa

saran dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, antara lain:

1. Disarankan kepada Pengelola Hotel X untuk menuangkan di dalam

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Tenaga Kerja Harian bahwa,

rincian dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang daily

worker terdapat di dalam SOP, yang mana merupakan turunan dari

Perjanjian Kerja tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian

mengenai hak dan kewajiban yang diemban oleh pekerja harian lepas

daily worker.

2. Disarankan juga kepada Pengelola Hotel X untuk menerapkan

kewajibannya, yaitu menyampaikan daftar pekerja harian lepas daily

worker-nya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Hal ini

dikarenakan, meskipun Pengelola Hotel X mengetahui bahwa terdapat

kewajiban untuk mendaftarkan pekerja harian lepas daily worker kepada

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, namun sesuai dengan data yang

terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Hotel X tidak pernah

menyampaikan daftar pekerja harian lepas daily worker-nya tersebut.

3. Disarankan juga kepada Pengelola Hotel X untuk lebih memperhatikan

hak dari pekerja harian lepas daily worker mengenai jangka waktu kerja

yang mengharuskan adanya jeda waktu antar perpanjangan kerja,

penegasan harus dilakukan pekerjaan tersebut kurang dari 21 hari kerja

dalam satu bulan, waktu kerja istirahat antar jam kerja, upah lembur dan

aspek kesejahteraan, yakni BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan,

meskipun pihak pengelola sudah mengetahui mengenai jeda waktu

tersebut, namun pengelola tetap tidak melaksanakannya. Selain itu,
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terdapat pekerja harian lepas daily worker yang merasa keberatan

apabila tidak mendapatkan waktu kerja istirahat setidaknya setengah jam

setelah bekerja selama empat jam. Walaupun memang sedang terdapat

acara yang mengharuskan pekerja harian lepas daily worker untuk terus

menerus melakukan pekerjaannya, seharusnya pengelola Hotel X

memperbanyak pekerja harian lepas daily worker-nya. Selain itu,

terdapat pekerja harian lepas daily worker yang merasa keberatan

apabila upah lembur digantikan dengan hari libur. Mengingat upah yang

diterima oleh pekerja harian lepas daily worker didasarkan pada

kehadiran, hal ini menjadikan pekerja harian lepas daily worker tersebut

merasa upah lembur patut untuk diterapkan. Selain itu, pekerja harian

lepas daily worker tidak dikecualikan dalam UU BPJS maupun Perpres

Penahapan Jaminan Sosial. Hal ini berarti, setiap pekerja harian lepas

daily worker berhak untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Disarankan kepada pekerja harian lepas daily worker untuk lebih

memahami hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pekerja harian lepas daily worker

harus berani untuk mengajukan keberatan dan melaporkan pelanggaran-

pelanggaran yang berkaitan dengan hak pekerja yang tidak dipenuhi

kepada pihak pengawas. Hal ini dikarenakan pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan perusahaan bermula dari ketidakpahaman pekerja

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Disarankan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk lebih

memahami tugas dan fungsi yang telah diatur dalam UU

Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan, pejabat Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandung yang bertugas untuk menerima penyampaian daftar pekerja
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harian lepas daily worker dari perusahaan yang mempekerjakannya,

tidak mengetahui bahwa terdapat kewajiban dari perusahaan-perusahaan

untuk menyampaikan daftar pekerja harian lepasnya kepada Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandung.

6. Disarankan kepada Pengawas yang bertugas di Balai Pengawasan

Ketenagakerjaan Wilayah 4 (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat),

untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap Hotel X. Hal ini

dikarenakan, Pengelola Hotel X tidak melakukan kewajibannya untuk

menetapkan waktu kerja istirahat antar jam kerja yang sesuai dengan

UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan pengakuan dari pekerja harian lepas

daily worker, seringkali pekerja harian lepas daily worker mendapatkan

waktu kerja istirahat antar jam kerja yang kurang dari setengah jam.

Selain itu, Pengelola Hotel X juga tidak mendaftarkan pekerja harian

lepas daily worker-nya kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Sedangkan menurut pengakuan Pengelola Hotel X, pihaknya tidak

pernah mendapat teguran apapun apabila pihak pengawas datang ke

Hotel X. Terlebih lagi, Pengelola Hotel X mengaku bahwa pihak

pengawas pernah datang dan menjelaskan hak dan kewajiban dari

pekerja harian lepas. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pihak

pengawas telah melakukan penyuluhan, namun pihak pengawas terbukti

tidak cukup aktif dalam melakukan pengawasan.

7. Disarankan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Jawa

Barat (PHRI Jabar) untuk turut mendukung aturan yang dibuat oleh

Gubernur Jawa Barat mengenai Upah Minimum. Hal ini dikarenakan,

PHRI Jabar merupakan satu-satunya organisasi yang dipercayai oleh

pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk menyalurkan aturan
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tersebut kepada Hotel-Hotel di Kota Bandung. Apabila pihak PHRI

Jabar tidak mendukung aturan yang dibuat Pemerintah, maka fasilitas

untuk menerapkan aturan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Hal ini

berakibat pada pelanggaran mengenai upah minimum yang akan

dilakukan oleh Hotel-Hotel di Kota Bandung.
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